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PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PBB
" TENTANG PERUBAHAN IKLIM
\‘\ (KYOTO

PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION
ON CLIMATE CHANGE)




KATA PENGANTAR

Dalam rangka persiapan pemerintah Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto atas Konvensi
Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention
on Climate Change/UNFCCC), Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup berupaya mengadakan
kegiatan diseminasi, antara lain dalam buku seperti ini. Partisipasi aktif masyarakat dalam
pembangunan berkelanjutan memegang peranan yang sangat penting mengingat masyarakat adalah
pelaku sekaligus subjek dari pembangunan. Oleh sebab itu, rencana pemerintah Indonesia meratifikasi
periu diketahui dan dipahami oleh masyarakat sampai di tingkat pemerintah daerah.

Protokol Kyoto merupakan penjabaran lebih lanjut dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework on Climate Change Conventior/
UNFCCC), dimana Indonesia sudah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1994.
Secara umum buku ini memuat antara lain tentang pengenalan isi/materi Protokol Kyoto, tentang
tata cara negara maju dalam menstabilkan emisi gas rumah kacanya sehingga tidak mengganggu
iklim bumi, serta memberikan informasi apa yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah
apabila Protokol Kyoto diratifikasi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan buku ini dapat memberikan
informasi yang memadai untuk memotivasi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan
pembangunan berkelanjutan sesuai komitmen global pemerintah Indonesia pada pertemuan World
Summit on Sustainable Development di Johannesburg.

Jakarta, Mei 2003

Dra. Liana Bratasida, MS.

Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup
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Kaca (GRK) sebagai penyebab efek gas rumah kaca
secara internasional diadopsi melalui Sidang Para
Pihak Il Konvensi Perubahan Iklim pada bulan
Desember 1997 di Kyoto, Jepang. Protokol Kyoto =
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b. Prinsip Kehati-hatian (The Precautionary = o
egara-negara industri yang mempunyai itmen

Principle) untuk membatasi emisi GRKnya sebagaimana
Lampiran B Protokol, adalah sebagai berikut:
Prinsip 1S Deklarasi 1) Negara ditargetkan menekan emisi 8% yaitu: Austria,
i £ Ao, _ Belgia, Bulgaria, Cheko, Denmark, Eustania, MEE,
Bila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang _ Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Jepang,
tidak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan Latvia, Licenstein, Lithuania, Luxemburg, Monaco,
h %EEN&& Desyos.
hﬁﬂghw kerusakan | 2) :igallﬂﬂ& % yaitu : Amerika
|
3) urnﬂ.&i!uﬁginaﬂw& Kanada,
Hongaria, Polandia;
4) Negara yang ditargetkan menjaga kestabilan emisinya
. Apa Materi Pokok Protokol Kyoto? yaitu: Rusia, Ukraina, New Zealand; -
% ; 5) boleh meningkatkan emisinya sebanyak
a.  Pengaturan kewajiban negara industri untuk zﬂmﬂﬁﬁii 10% Islandia, _

menurunkan emisi GRE.
b. Penetapan target penurunan emisi.
¢. Penetapan penyetaraan emisi GRK dengan 6. Kapan Masa H%gnhﬁﬁgﬁlanhﬁﬁ

CO2 melalui index global potential warning negara mana yan m%&%w o
%EEEE emisi GRK Protokol NEEEE_—E - + : .
paling sedikit 55 n negara in ! _HPF.....
e. Penekanan kewajiban negara industri ElEE_ dimana jumlah emisinya Eﬂgg o
negara berkembang. emisi yang ditargetkan.
Setiap negara tersebut diatas harus mencapai Sampai dengan 14 Mei 2003, sudah 108 %
dalam jangka waktu 5 tahun. o yang telah menyerahkan instrumen ratifikas

Protokol Kyeto, dengan emisi men EuEAuEP



enetapan targel penurunan emisi dihitung i
Dag Al rata-ratd selama 5 tahun sesuai industri mang
asar yang kemajuannya dilihat 10} adal
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2) Protokol Kyoto merupakan Eﬂu
UNFCCC;

3) Ennﬁﬂﬁsgg
langkah-langkah untuk mencegah dan
mengurangi dampak perubahan iklim yang
pada umumnya negara berkembang
(termasuk Indonesia) sebagai korbannya;

4) Hingga saat ini Protokol Kyoto belum mulai
berlaku (entry into force), karena jumlah
emisi GRK negara industri yang
meratifikasi belum mencapai 55% dari
jumlah emisi global;

5) Sebagian besar negara ASEAN telah
meratifikasi Protokol Kyoto, yaitu:
Thailand, Malaysia, Singapura, Viet Nam,
Laos, Cambodia,

. Membuka peluang investasi dalam proyek

CDM (Mekanisne Pembangunan Bersih/Clean
Development Mechanism).

Pada periode komitmen pertama (tahun 2008-
2012) negara Lampiran I diwajibkan
memenuhi target penurunan emisi, berkaitan
dengan hal tersebut beberapa negara industri
mengusulkan untuk memberikan kredit dengan
tujuan merangsang investasi di bidang proyek
penurunan GRK di negara berkembang
sebelum tahun 2008 melalui mekanisme CDM.

dana mnmE. dan bebas hutang yang
diberikan negara Lampiran [ kepada negara
berkembang. x

2) Partisipasi dalam proyek CDM bersifat
sukarela, artinya negara anggota atau
bukan dapat ikut serta atau tidak dalam
proyek CDM, tergantung kepada
kepentingan nasional dalam mencapai
pembangunan berkelanjutan,

3) Pembagian hasil dari kegiatan proyek
digunakan untuk biaya administrasi dan
untuk membantu negara berkembang
terutama yang sangat rentan terhadap
dampak yang merugikan dari perubahan
iklim atau kebijakan yang disusun untuk
mengurangi dampak tersebut;
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c)

d)

PP MNomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan
Suaka dan Kawasan Pelestarian Alam.

Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung.

Penatagunaan Tanah/Penataan Ruang

a) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Agraria. ~/

b) UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang.

¢) UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman.

Pertambangan

a) UU Nomor 44 Tahun 1960 tentang
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

b) UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan.

¢) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi.

d) PP Nomor 32 Tahun 1969 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1967.

e} PP Nomor 17 Tahun 1974 tentang

Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan
Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah
Lepas Pantai...

13.

g)

Keppres Nomor 43 Tahun 1991 tentang
Konservasi Energi.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan
Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian
Golongan C.

Lingkungan Hidup:

a)

b)

c)

d)

UU Nomor 23 Tahun 1997
Pengelolaan Lingkungan Hidup,
PP Nomor 27 Tahun 1999 _h_._mmun Analisis -
Mengenai Dampak Lingkungan.

PP Nomor 41 Tahum 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara.

Kepmen LH Nomor 45 Tahun 1997 tentang
Indeks Standar Pencemar Udara.

tentang

Pengaturan Kelembagaan dalam Protokol
Kyoto.

Lembaga-lembaga Protokol Kyoto terdiri dari:

a)

b)
c)

Conference of Parties/Mgeting of Parties
{COP/MOP) — Pasal h.,w. =

Sekretariat — Pasal 14, %%
Badan-badan Pembantw/Subsidiary bodies —
Pasal 15.



